
L E M B A R A N D A E R A H 

KABUPATEN DAERAH TINGKAT H PACITAN 

NOMOR : 1 ] TAHUN : 1955 SERI : 3 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I I PACITAN 
i NOMOR 1 TAHUN 1995 
i ' ' TENTANG 

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH 
. TINGKAT I I PACITAN NOMOR 12 TAHUN 1990 TENTANG , 

I IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO) 

I DENGAN RAtlMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT I I PACITAN 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa sebagian ketentuan darl I z l n Undang - undang 
Gangguan.. (HO), sobagaiciana tertuang dalam Peraturan 
Daerah Kabupaten Daerah Tlngkat I I Pacltan Nomor 
12 tahun 1990, perlu dlsesualkan 
dan perkembangan sekarang ; 

dengan keadaan 

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a 
konslderan Menimbang I n l , . - ' dlpandang. perlu 
mengubah' Peraturan Daerah dimaksud ' dengan 
menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah. 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang 
Pemerlntahan d l Daerah : ' 

Pokok-pokok 

2. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatsblad 
Tahun 1926 Nomor 226 Jo. Staatsblad Tahun 1940 Nomor 
14 dan Nomor 450 ; 

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
; Daerah-daerahKabupaten dalam llngkungan Proplnsl 
Jawa Tlmur ; , 

4. Undang undang Nomor 12 Drt. .Tahun 1957 'tentang 
Peraturan Umum Retrlbusl Daerah ; 

5. Undang - undang Nomor 4 Tahun [1932 tentang 
Ketentuan - ketentuan Pokok Pengololaan Llngkungan 
Hldup 

6. Undang - undang 
Perlndustrlan ; 

Nomor 5 Tahun 1934 tentang 

7. Peraturan Pemerlntah Nomor 5 Tahun 1975 tentang 
Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan 
Keuangan Daerah ; 



= 2 = 

a. Peraturan Pemerlntah Nomor 6 Tahun 1988 : tentang 
Koordinasi Kegiatan Instanal V e r t i k a l d l Daerah ; 

9. Peraturan Pemerlntah Nomor 51 Tahun 1993 \ tentang 
Analisa Mengenai Dampak Llngkungan ; ; 

10. Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 4 tahun 1987 
tentang Penertlban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu 
Terhadap Pemberlan I z i n Undang-undang Gangguan (HO) ; 

' . - - •• • ? 

11. Keputusan Menterl Dalam Negerl Nomor 84 tahun 1993 
tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan, Daerah 
Perubahan ; • 

12. Surat Keputusan Bersama Menterl Dalam Negerl dan 
. . Menterl Perdagangan Nomor 56 Tahun 1971 dan Nomor 

103.A/Kep/V/1971 tentang Ketentuan Dalam Memberlkan 
I z l n Tempat : Usaha . dan I z l n Usaha Perdagangan 
dengan Perubahannya ; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tlngkat I I Pacltan 
Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyldlk Pegawai i Negerl 
S l p l l d l Llngkungan Pemerlntah Kabupaten Daerah 
Tlngkat I I Pacltan. 

i 
t • , • • ; " 

Dengan persetujuan Dewan Perwakllan Eakyat Daerah Kabupaten! Daerah 
Tlngkat I I Pacltan , > 

M E MUX U S K A N 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I I :PACITAN. 

TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
DAERAH TINGKAT I I PACITAN NOMOR 12 TAHUN 1990 .TENTANG 
IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO). ; 

.1 Pasal I 
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tlngkat I I Pacltan 
Nomor 12 Tahun 1990 tentang I z l n Undang-undang Gangguan 
(HO) yang dlsahkan dengan Keputusan Gubernur/ Kepala 
Daerah Tlngkat J . Jawa Tlmur Nomor 275/P Tahun 1990 
tanggal 18 : Jull'1990 dan diundangkan dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Daerah Tlngkat I I Pacltan tanggal 31 
J u l l 1990 Nomor 4 S e r l B, diubah sebagai berlkut : 
A. Pasal 2 ayat (3) diubah, dan harus dlbaca : 

(3) Ketentuan mengenai persyaratan dan 
perlzinanT diatur oleh Kepala Daerah. 

prosedur 

B. Dlantara pasal 3 dan pasal 4 
dan harus dlbaca : 

dlslslpkan pasal baru. 

Pasal 3 A 
Guna penanggulangan llmbah, kepada pemegang I z l n 
dlwajlbkan membuat unit pengolah llmbah (UPL)-' 
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! Pasal S B 

(1) Guna pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 
: 3 ayat (2) Peraturan Daerah I n l , setlap pengusaha 
i harus memasang papan nama ; -
(2) Eetentuan mengenai papan nama dimaksud pada ayat 

(1) pasal I n i dltetapkan oleh Kepala Daerah. 
C. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) diubah, dan harus 

dlbaca z ' " i 

(1) Untuk setlap pemberlan l a i n dan guna pelaksanaan 
evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal' 2 ayat 
(1) dan pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah I n l 
dlkenakan.-retrlbusl ; ' 

(3) Macam dan besarnya r e t r l b u s l dimaksud pada ayat 
(1) p a s a l - I n l , adalah : 

' a. Jen l s usaha yang dljalankan tldak menggunakan 
i mesln penggsrak, dengan luas bangunan : 

1>. Kurang darl 25 in2, sebesar Hp.; 500.00 
(lima ratus ruplah) per m2 ; 

2) . Leblh darl '̂ 25 m2 sampal dengan 50 m2, 
sebesar Rp. 1.000,00 ( serlbu ruplah ) 

•/ • per m2 ; 
3) ..Leblh darl 50 m2, sebesar Rp. 2.000,00 

(dua ribu ruplah) per in2 ; 

b. Jen l s usaha yang dljalankan dengan menggunakan 
mesln penggerak : 

• { 1 ) . Sampal dengan 10 PK, sebesar 1.000,00 
1 ; (serlbu ruplah) per PK ; 
' ' • . . • . 

l 2 ) . Leblh darl 10 PK sampal;dengani25 PK, 
i ^ sebesar Rp. 2.000,00 ( dua rlbu ruplah ) 
* ? per PK ; 
; , : 
! 3 ) . Leblh darl 25 PK sampal dengan ;50 PK, 

sebesar Rp. 4.000,00 ( empat ribu ruplah ) 
\ : per Pk ; 
i 4 ) . Leblh darl 50 PK, sebesar Rp. 10.000,00 

> (sepuluh rlbu ruplah) per PK. 
\ '- _ 

Dlantara pasal 6 dan pasal 7 dlslslpkan pasal 
baru dan harus dlbaca : 

I • • Pasal 6 A 
Besarnya• r e t r l b u s l yang harus dlbayar pemegang I z l n 
adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) 
Peraturan Daerah I n l dltambah dengan blaya penelitian 
dan pemeriksaan, sebesar 25 % (dua puluh lima 
perseratus). 



E. Pasal 7 diubah dan harus dlbaca : 
I • ; 
Pungutan dimaksud dalam pasal 5, 6, dan 6 A Peraturan 
Daerah I n l harus dleator ke Kas Pemerlntah Kabupaten 
Daerah Tlngkat I I Pacltan sesual dengan ketentuan 
yang berlaku. 

F. Pasal 9 ayat (1) diubah, dan harus dlbaca : 
(1) Barang' siapa melanggar ketentuan sebagaimana 
; dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 ayat 
' (3) Peraturan Daerah I n l , dlancam dengan 1 hiikuman 
I kurungan paling lama 3 (tl g a ) bulan atau denda 
; paling banyak, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh 
{ rlbu ruplah) ; ^ 

G. Pasal 10 diubah, dan harus dlbaca : 

(1) 

t2) 

Selain oleh Penyldlk Umum, penyldlkan atas tlndak 
pldana sebagalmatna dimaksud dalam pasal ' 9 ayat 
(1) Peraturan Daerah I n l , dllakukan oleh Penyldlk 
Pegawal Negerl S l p l l dl llngkungan Pemerlntah 
Kabupaten Daerah Tlngkat I I Pacltan yang 
pengangkatannya dltetapkan sesual dengan 
ketentuan peraturan porundang-undangan yang 
berlaku ; 
Dalam melaksanakan tugas penyldlkan, Penyldlk 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal I n l , 
berwenang : 
a. menerlma laporan atau pengaduan darl seseorang 

tentang adanya tlndak pldana ; 
b. melakukan tlndakan pertama pada saat I t u 

dl tempat keladlan dan melaksainakan 
pemeriksaan ; 

c. menyuruh berhentl seseorang tersangka dan 
memerlksa tanda pengenal darl tersangka ; 

d. melakukan penyltaan benda atau surat ;; 
a. mengambll s l d i k d a r l dan memotret tarsangka ; 
f. memanggll seseorang imtuk dldengar 

dlperlksa sebagai tersangka atau s a k s l ^ ; 
dan 

g. mendatangkan seseorang a h l l yang dlperlukan 
dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ; 

h. menghentlkan penyldlkan eetelah mendapat 
petunduk darl Penyldlk Umum, bahwa tldak 
terdapat cukup buktl atau perlstlwa tersebut 
bukan merupakan tlndak pldana dan selanjutnya 
melalul Penyldlk Umum, memberItahukan h a l 
tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka 
atau keluarganya ; 

1. mengadakan tlndakan l a i n menurut 
dapat dlpertanggung Jawabkan. 

hukum yang 

! 



Peraturan Daerah 
diundangkan. 
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Pasal ,11 
I n l mulal berlaku pada tanggal 

Agar setlap orang mengetahulnya, memerlntahkan 
pengundangan Peraturan Daerah I n l dengan i inenempatkannya 
dalam Lembaran. Daerah Kabupaten Daerah Tlngkat I I 
Pacltan. > • ' 

Dltetapkan d l 
T a n g g a l 

P a c l t a n 
15 - 2 - 1995 

DEWAN PEEWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN DAERAH !TINGKAT I I PACITAN 

K E T U A, 
Cap. t t d 

SURIPNO YUSUF 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT I I 
P A C I T A N 

Cap. t t d . 

S O E D J I T O ' 
Dlsahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tlngkat I Jawa 

Tlmur tanggal 26 Mel 1995 Nomor: 294 / P Tahun 1995. 
I . • : : An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I 
! JAWA TIMUR 
• Asiaten Ketatapradaan ' 
1 Cap t t d . 

• ' I • ' PUTU SETIAWAN, SH. Mwki 
P e m b i n a 

NIP. 510 057 1514 

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tlngkat I I 
Pacltan tanggal 6 Juni 1995 Nomor 1 S e r l B tahun 1995. ; 

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT 
P A C I T A N 

Sekretarls Wilayah/Daerah 
I I 

f 

Drs. NOEEOSO MOH. AMIEN 
Pembina Tlngkat I 
NIP. 010 045 335 



P E N J E L A S A N 
' ; A T A S 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I I PACITAN 
i NOMOR 1 TAHUN 1995 

' - • " 

• TENTANG . 
: PERUBAHAN PERTAMA 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I I PACITAN, 
NOMOR 12 TAHUN 1990 TENTANG IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN , (HO) 

I . PENJELEASAN UMUM 

Bahwa • sesual dengan perkembangan s o s l a l ekonoml masyarakat 
serta h a s l l evaluasi d l lapangan, maka dalam rangka pengawasan dan 
penertlban terhadap pendlrlan tempat-temnpat usaha yang mengandung 
gangguan, . Pemerlntah Daerah memandang perlu menlnd au kemball 
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1930 dengan mengadakan beberapa 
perubahan atas materi pasal-pasalnya. 

I I . PENJELASAN PASAL DEMI: PASAL : 

Pasal I • huruf A 

Pasal I huruf B, pasal 3 A 

. ! 

Ketentuan persyaratan dan 
prosedur perlzlnan sesual 
dengan Peraturan Daerah 
perubahan I n l -dltetapkan oleh 
Kepala Daerah. Hal I n l dlmaksud-
kan - agar terdapat keluwesan 
dalam pelaksanaannya, sehlngga 
Peraturan Daerah I n l mampu 
menglkutl dlnamlka perkembangan 
dunla usaha. 

> 

KewadIban membuat pengolah 
llmbah bag! setlap pemegang 
I z l n , sebagai upaya untuk 
mengurangi keresahan masyarakat 
sekltamya atas gangguan sebagai 
akibat • pembuangan llmbah yang 
kurang memenuhl aturan 
kesehatan. 

Pasal I huruf;B, pasal 3 B 
i 

Pasal I huruf 
Pasal I huruf;D 

Pasal I huruf;E s/d G 

Pasal I I i 

: Cukup delas. 
: Cukup j e l a s . ; 
: Ketentuan pasal 6A .dlsamping 

dlkenakan kepada pemohon baru 
duga dlkenakan kepada pemegang 
I z l n lama pada saat pelaksanaan 
evaluasi. i 

: Cukup d e l s L S . 

: (^ikup delas. 




